BAB IV

PEMBAHASAN

mah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010
{@asus Po egiatan Monopoli Ritel Modern PT. Carrefour Indonesia
Perkara ini bermula dari=laporan magyargkat terkait dugaan monopoli PT.

Carrefour Indonesia melalui tindakan akuisisi* PT. Alfa Retalindo yang

dilakukan pada Tanggal 21 Januari 2008,§1anajemen PT. Carrefour Indonesia

mengumumkan secara ement (SPA)

engan PT. Sigmanta uk membeli

“'- saham mayoritas arga saham Rp. 674

a, Tanggal 17 Dg E:E Ollakukan penandatanganan
Memorandum @ nderKARJAnWDACNGIndonesm PT.

Sigmantara A 0 damsPrime Horizon Pte.Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT.

Sigmantara Alfindo yang.dibelFRiI. Carrefour Indonesia sebesar 35% dan saham

Alfa milik Prime Horizon Pteilatd. ya eli PT. Carrefour Indonesia sglesar

45%.

Sehari  setelah  penandatanganan MoU,

donesia

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas

! https:/iwww.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal12/01/20
18:20)
2 http://putusan.mahkamahagung.go.id (diunduh tanggal12/01/20 21:20)
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Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai
rencana pembelian saham PT. Alfa Retalindo sebesar 75%. Kemudian rencana
pembelian saham PT. Alfa Retalindo oleh PT. Carrefour Indonesia diumumkan

melalui surat kabar. Setelah melakukan penandatanganan.

haresRurehase Agreeme PA), serta'pemberitahuan kepada Bapepam LK

dan PT. Bursa Efek Indonesia=mengena ndatanganan SPA, PT. Carrefour
Indonesia mengumumkan di surat kabar nasional mengenai pembelian saham

PT. Alfa Retalindo pada tanggal 22 Januar

Pasca akuisisi Alfa
Alfa Retalindo akan m

emen baru serta i - 3 arrefour Indonesia ke

PT. A indo, maka PT. Alfa Reld®®0° akan mempunyai standar yang

sama denganPT: rrKrARiAWrA ! our Indonesia

diuntungkan deng mbil alih saham PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour
Indonesia menjadi salal pertsahaan asing yang mempunyai aset-aset berupa
A CA

tanah melalui anak perusahaanny indo.

Setelah diakuisisi oleh PT. Carrefour Inde 0 gerai PT. Ala Retalindo,
14 gerai ganti nama menjadi Carrefour Express, dan 16 gerai menjadi Carrefour.
Dengan demikian, pasca mengakuisisi PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour

Indonesia beroperasi didua format, yaitu hypermarket dan supermarket.

Sehingga timbul dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

3 Op.Cit hlm. 25
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sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena dengan
diakuisisinya PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia mempunyai market
power (kekuatan pasar) yang besar dan mampu menekan pemasok dan

meniadakan pilihan bagi pemasok untuk melakukan transaksi dagang dengan

luar PT. Carrefour Ihdenesia.

Berdasarkan bukti-bukti yang.diperol PPU selama pemeriksaan, pangsa
pasar PT. Carrefour Indonesia diketahui meningkat menjadi 57,99% (2008)

pasca akuisisi PT. Alfa Retalindo yang selfelumnya sebesar 46,30% (2007) pada

pasar upstream paso memenuhi

alifikasi "monopoli’ pemeriksaan

Carrefour Indonesia

potongan-potongan halYesgR@elian barang-barang pemasok

KARAWANG: -~

Oleh karena itu, KPPWimenila terdapat bukti yang sah dan meyakinkan

melalui sk

memperoleh barang,o

bahwa PT. Carrefour Indonesia ANgQgQa Ayat (1) dan Pasal25 Ayat

() huruf a Undang-Undang Nomor 5 099 tentang Larangan Rraktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dikeluarkanlah Putusan

KPPU No.9/KPPU-L/2009.
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Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun* 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:
a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

aingan usaha tidak sefat.. Sedangkan Rasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-

dang Nomor .5 Tahun 1999 enyatak

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk: ﬁ

1) Menetapkan s -syarat-perdagangan-de uk mencegah
an atau jasa
yang bersaing

adap putusa : : esia_mengajukan

kebe Pengadilan Neg

dikeluarkanla PU. PKzﬁFR ﬁwn-N)Gahwasanya PT.

Carrefaur Indo merasa melakukan monopoli atau persaingan usaha

tidak sehat.
PT. Carrefour Indonesia 'y diange ebagai pelanggaran oleh KPPW.
Namun PT. Carrefour Indonesia me ah bahwa Jan™ syarat-syarat

perdagangan, antara PT. Carrefour Indonesia dan pe ckali tidak
melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Syarat-syarat perdagangan, antara
PT. Carrefour Indonesia dan pemasok sesuai dengan Undang-Undang Tentang

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
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Kemudian putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan memenangkan gugatan PT. Carrefour Indonesia terhadap KPPU dengan
dikeluarkannya Putusan No. 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel pada Tanggal 17

Februari 2010. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengabulkan

gatan PT. Carrefour Indenesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan

ur Indonesia telah melakukan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan

Indones

aha (KPPU) yang memwanis PT.

monopoli dunia usaha.

PPU Nomor

permohonan PT. Carr

)/ KPPU-L/2009 dan atak idak terbukti

aggar Pasal 17 A ) f a Undang-Undang
\/

Q ) S

Usaha®Fidak Sehat. Dengan adanya pPUsgs ebut, KPPU merasa tidak puas

atas putusaniya 'sarKleRIﬂw ANG Selatan yang
a

memenangkan P Indonesia.

KPPU mengajukan 3si° atassRutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 1598/Pdt.G/2009/PN Jkt Selatas dasa atuan Pasal 30 ayat (1 dang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mg Agung, dan sekaranggstidah

dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia NG ahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung.

5 Loc.cit him.34
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Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Mahkamah Agung dalam
tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari
semua lingkungan peradilan.

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

p.*=8alah dalam menerapkan atau melanggar hukum
yang be
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengaancam kelalaigh itu dengan batalnya putusan yang

ilan Negeri
kt.Sel adalah agar

latan karena

bersangkutan. === —

Memori kasasi ya

selatan Perkal

salah d enerapkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan

, ﬂARAWANG“

dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, sehingga PT. Carrefour

tetap menye
melanggar Pasa
Indonesia harus melepaskan selurah kepemilikannya di PT. Alfa Retalindo kepada

pihak yang tidak terafiliasi de efour Indonesia dan membayar sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp*251000.000.00¢ a milar

rupiah) yang disetorkan ke kas negara.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Tanggal 21 Oktober 2010,
mengabulkan putusan majelis banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
memenangkan dan menyatakan PT. Carrefour Indonesia tidak besalah, dan

menolak permohonan kasasi dari KPPU, dengan dikeluarkannya Putusan
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Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010. Serta menunjuk Agung Prof.
Rehngena Purba, SH., MS, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung

Viajelis Hakim Mahkamah _Agug berpendapat, terhadap alasan-alasan kasasi

Sebut. Bahwa alasan-alasanstersebut ti at dibenarkan, Judex Facti tidak
salah menerapkan hukum, dengan® pertimbangan sebagai berikut :

a) Bahwa barang-barang yang dijual rmohon Kasasi/Pemohon Keberatan

(PT. Carrefour=ndone erupakan—bara
banyak substit u n : an
oleh pentel

permark

a

ng terdapat

yang dijual
ntuk Mini Market,

oko Modern

DE

s U ARAWA]

Carrefot donesia) menghambat atau menghalangi pihak manapun

eberatan (PT.

yang ingin melakuka giatan usaha yang sama dan atau pelaku usaha

lain tidak dapat masukuke da persaingan usaha ritel modern unt

menjual barang yang sama;
c) Bahwa dari (bukti P3/C 160) dan (bukti F gSa pasar
Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia)

terhadap jenis barang dalam sektor Ritel Modern jauh di bawah 50%

6 Loc. Cit him. 41
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berdasarkan hasil kajian Tahun 2007 sebesar 19,63% dan dalam tahun
2008 sebesar 17% ;
d) Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dalam hubungan kajian AC

Nielson, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia sebelum akuisisi Alfa

Retailindo sebesar 4,5 % dan sesugah akuisisi Alfa Retailindo menjadi

17% dan pula kajtan._Mars I-j& la serta data dari Euromonitor

menunjukkan pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia jauh di bawah 50%,

dengan demikian pelaku usaha tersgbut tidak memiliki posisi dominan;

a-tinsur-unsur-Pasal 17 Ayat (1)

ﬁ Nomo Amar-putusan KPPU
: ﬁ g@eMon Kasasi (PT. Carrefour
L KARAWANG " =

putusa te i tidak melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 5

e) Bahwa dari pertimbangan-di atas

dan Pasal 25

tidak terpenuhi

1)

ahwa pe

Tahun 1999 Talo[of: ah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi
diperintahkan untuk epask seluruh kepemilikannya di PT gAlfa
Retailindo Tbk. Selain itu, Ke an Pasal™ g-Undang
Nomor. 5 Tahun 1999 tidak mengatur menge seperti
dalam perkara a quo karena hal tersebut diatur secara khusus yaitu dalam
ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik
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Indonesia (KPPU) tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

ang gan,Praktek Monopoli dan Pegsaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-

dang Nomor 48 Tahun 2009, Und ndang Nomor 14 Tahun 1985

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

u : gal 21 Oktober 2010
'H_g.'-d-i'te dp)

ajelis Hakim Mah
olel [ 1aki gung Va )Kapsoeleh Ketua

erundang-undangan lai

Amar Putusan

Mahakama gaung sebagai Ketua Hakim-Hakim Agung sebagai

HKARAWANG -

elis Hakim Mahkamah Agung tersebut. Memutuskan

Anggota, P

pada hari itu juga

permohonan kasasi da mohon kasasi ditolak, dengan itu menyatakan bahwa
pemohon kasasi dihukum untuk*membaya a perkara dalam tingkat kasasi ini
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rup
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang an Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

7 http://putusan.mahkamahagung.go.id (diakses tanggal12/01/20 21:20)
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Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk® menegakkan aturan hukum dan
memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya

untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih

Siore

kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-

dorong percepatan pembangunan I dalam upaya meningkatkan

Undang Dasar 1945. H

Agar implementasi -undang-undang=ini_serta-pera nanya dapat
jalan efektif sesuai a n tujuann a si Pengawas
\V pgan Usaha, yai indepe epas dari pengaruh
pe h dan pihak.lain;“yang-be Kan-pengawasan persaingan

usaha ‘dan pjatuhkan sanksi. Upa tindakan administratif,

a CISEen B
~ NG KARAWANG
Secara um g-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak'Seha mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang
terdiri dari:
1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan
4. Komisi pengawas persaingan usaha

5. Penegakan hukum

& http://www.hukumonline.com (diunduh tanggal 9/02/21:34)
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6. Ketentuan lain-lain
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli® adalah penguasaan atas

produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh

pelaku usaha atau satu™kelompok pelaku usaha. Dan Persaingan usaha tidak

Bahwa pembangunaﬁdan terwujudnya

ejahteraan rakyat b Dasar 1945,

\

demokrasi dalam ya kesempatan yang

sa etiap warga-nega ipasi_di.dala ses_produksi dan

eng sehat, efektif, dan efisien

CKARAWANG

prang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam

pemasaran barang dan atau jasa, dalc
sehingga da
yang wajar, bahv
situasi persaingan yangisehat'dan, wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya

pemusatan kekuatan ekonomi<pada pele saha tertentu, dengan tidak teglepas

dari kesepakatan yang telah dilakSanakan oleh ™ ne ndonesia
terhadap perjanjian-perjanjian internasional da 1 ujudkan
sebagaimana yang dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-

undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

° Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
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Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 3
adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

sebagai salah satu upa

a untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan

. Mewujudkan iklim Usaha yang melalui pengaturan persaingan

berusaha yang sama bagi pelaku usafd besar, pelaku usaha menengah, dan

a
’
L] !I

pelaku usaha keci== ==

3. Mencegah prakt no a sehat yang

dlng
n

ditimbulkan oleh tivitas dan efisiensi

am kegiata

adang-Undang Non

Monopoli dan, Persai ganKﬂn'R AWANﬁan usaha tidak

sehat adapun perjanjin g dilarang ada dalam Pasal 4 sampal dengan Pasal 16

N @89 Tentang Larangan Praktek

T

Undang-Undang No 999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehatj'dan kegiatan,yang dilarang ada dalam Pa
sampai dengan 22 Undang-Undang r 5 arangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha
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C. Ketentuan Tentang Monopoli Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monpoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang perilaku-perilaku usaha,

nopoli dan p?,rsaingan usaha tidak sehat.

Monopoli Menurut Pasal 1!° Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang
dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
dimaksud dengan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan

usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat ada beberapa hal ketentuan atau
unsur praktek monopoli yaitu:

1. Terdapat pemusatan kekuatan ekonomi

2. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tdak Sehat. him 31.
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3. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
4. Merugikan kepentingan umum.
Kemudian yang dimaksud Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha. Dan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi
dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat yaitu:
1. Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
atau pemasaran barang dan
2. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.
Dan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan pasar dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat yaitu :

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtansinya atau

2. Mengakibatakan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
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3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu.

Beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang! Nomor. 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau

juga disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli antara lain, Perjanjian yang
dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah,
pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. (Pasal 4 sampai pasal 16

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

.ulan dengan pelaku

enguasaan produksi

Persaingan Usaha Tidak Sehat) antara lain:

Oligopoli : Pelavla

a lain u secara-be

#™yang dapat mengakibatkan
KARAWANG
usaha p atau dianggap secara bersama-sama melakukan

atau pemasaran barang dan atau jasa,

atau kelompok pelaku usaha
persen) pangsa pasar satu jenis barang ata
Penetapan Harga : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang

harus  dibayar oleh  konsumen  atau  pelanggan pada  pasar

11 Op.cit.hIm 36.
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2. bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha

patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang

berlaku.

. Pembagian Wilayah™=PRelaku usaha gdilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingaya yan'

juan untuk membagi wilayah
pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya praktek gapnopoli dan atau persaingan usaha

Puat ngan pelaku
usaha lain untuk

akukan usaha-yang-sama i juan—pasar..dalam negeri

tidak sehat.

. Pemboikotan : P

u

usaha pesaingn

) pasar luar negert.

HARAWANG

pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut

arang membuat perjanjian
dengah, e
dan atal

merugikan atati@dapa ga akan merugikan pelaku usaha lain, atau.

membatasi pelaku usa in da menjual atau membeli setiap barang

dan atau jasa dari pasar bersang
5. Kartel : Pelaku usaha dilarang membuat pe usaha
pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat.
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6. Trust : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan

mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau

perseroan anggotanyasyang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau

pemasaran atas barang..dan atasehingga dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni : Pelaku usaha dilaran# membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lain yan rtujuan
pembelian atau
barang dan atau j

jadinya prak

| secara bm menguasai
n harga atas
dapat mengakibatkan

a_tidak sehat.
saha patut diduga ate

NNCKARAWANG:

duajatau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha

d bersama-sama menguasai

menguasai leb ari tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu
jenis barang atau jasa tertentu.
8. Integrasi Vertikal : Pelaku usah@mdilarang an dengan
pelaku usaha lain yang bertujuan untu sejumlah
produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa

tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan

atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak
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langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat dan atau merugikan masyarakat.
9. Perjanjian Tertutup : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima

barang dan atau jasa=hanya akan memasok atau tidak memasok kembali

barang dan atau jasa teksebut kepak tertentu dan atau pada tempat

tertentu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang

memuat persyaratan bahwa pihak ﬁwg menerima barang dan atau jasa

tertentu harus bersedia membeli=barang-de dari pelaku

usaha pemasok, ku a : i n mengenai
harga atau poton ) u jasa, yang memuat

yaratan bahw dan.atau jasa dari

o1l barang dan atau jasa lain
dar akl isaha K AR HWﬂtN)Gg dan atau jasa
yang sama @ jenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari
pelaku usaha pemasok:

10. Perjanjian dengan Pihakukuar i: Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pihak lain d pegeri ya an yeng
dapat mengakibatkan terjadinya praktek me i dan & aingan
usaha tidak sehat.

Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni,

persekongkolan, dan sebagainya. (Pasal 17 sampai pasal 24 Undang-Undang
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Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan'? Praktek Monopoli Dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat). Dan kegiatan yang dilarang antara lain:

1. Monopoli : Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan

ek monopoli_dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku

usaha patut diduga atau dianggal kukan penguasaan atas produksi

dan atau pemasaran barang dan atausjasa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) apabila' barang dan atau| jasa_yang bersangkutan belum ada

substitusinya at at masuk ke

dalam persainga u satu pelaku
saha atau satu lebih dari 50% (lima

i : Pelaku usaha dilaramng guasai penerimaan pasokan atau

mw-uKAmemNGmmm

bersangkutaniyang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

atau persaingan ha ehat, pelaku usaha patut diduga atau

dianggap menguasai penerfimaan pas atau menjadi pembelitinggal

sebagaimana dimaksud dalam aya sabila satu pelaku usaha atad'Satu

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% a puluh persen)
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar : Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa

kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

12 Arie Siswanto, Hukum Persningan Usnha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016. HIm 34.
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat berupa : menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu
untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau,

menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk

tidak melakukan htubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu

atau, membatasi perédatan dan '.: jualan barang dan atau jasa pada

pasar bersangkutan atau, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku

usaha tertentu.

4. Persekongkolan =Pelaku usaha dilarang-be

untuk mengatur atau mene
mengakibatkan t ai

Adapun lembaga-le

n pihak lain
ingga dapat
t.

sek
nal
a

ndang-Undang

ini sekalig elakukan penegaka

- ANCHARKWANG:

dalam Pasal 36"Unda dang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Isi Pengawas Persaingan

Monopoli dan Persa idak Sehat, wewenang Komisi meliputi:

1. menerima laporan dari masyara dan atau dari pelaku usaha temtang

dugaan terjadinya praktek monopoligdan ataupe dak sehat
2. melakukan penelitian tentang dugaan ada dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan
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oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi
sebagai hasil penelitiannya
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau

tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

. memanggil pelak aha yang diduga telah melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan ufidang-undang
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran teﬁadap ketentuan undang-undang ini

7. meminta bantuan-penyidik-untuk-menghae , saksi, saksi
ahli, atau setiap uruf f, yang
tidak bersedia m i )M

inta keterange I Pemerinta aitannya dengan

yelidikan dan atau peme

.\ KARAWANG

9. mendapatkan elitl, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti

aku usaha yang melanggar

lain guna penyelidikan*damatau pemeriksaan
10. memutuskan dan me pkan ‘adavatau tidak adanya kerugian di g
pelaku usaha lain atau masyara
11. memberitahukan putusan Komisi kepada g diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku

usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
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D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502
K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-
L/2009

Pertimbangan Hakim adalah alasan atau®® argumen dalam memutus suatu

Kara. Di dalam hal ini=sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara,

ajelis Hakim harus terlebih_dahulu "mempelajari permohonan kasasi yang
diajukan oleh pemohon.

Kedudukan Pertimbangan Hakim dalanﬁnemutus perkara adalah kesimpulan

hukum atas fakta yang-terungkap-dipersidarigan-P tusan sangat
perlukan oleh hakim eng yé 3 Hakim harus
\%.‘ mengolah dan m a- : proses persidangan,

be i bukti, s mpah yang

terungkap“dalam persidangan. e kepuiuee™yang akan dijatuhkan dapat
didasari olehyrasalia gngﬂ,RjﬁWﬁN;Gsionalisme dan
bersifat obyek

Permohonan kasaSkyang digjukan oleh Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

adalah meminta Majelis HakimglMahkamah,Agung untuk membatalkan puttisa
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangimenyataka efiru dalam
penerapan hukum atas penetapan putusannya KPPU

Menyatakan bahwa PT. Careffour Indonesia melakukan kegiatan monopoli,

Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) dalam putusannya Tanggal 3

13 http://www.hukumonline.com (diakses tanggal 9/02/21:34)
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November 2009 Berikut ini merupakan amar putusan yang dikeluarkan oleh
KPPU terhadap Carrefour' :
1. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah

dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a

omer 5 Tahun 19

Undang-Undang
Menyatakan bahwa “Ferlapor, refour Indonesia tidak terbukti
melanggar pasal 20 dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 4

3. Memerintahkan Ferlapor,=PT. ‘Cafrafour—Indonesia—untuk melepaskan

seluruh kepemili ad . ; 0 pihak yang
tidak terafiliasi g i mbat-lambatnya satu

n setelah p

ku
um Terlapor, PT.C# d a membayar denda sebesar
Rp. 0C 0.0(Kjﬁﬂlnwnﬂwedisetor ke Kas
Negara agal setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usah@wDepartémen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan
Kerja Komisi Pengav Persa A, Usaha melalui bank Pemeginta
dengan kode penerimaan 4 Pendapate ggaram’ di

Bidang Persaingan Usaha).

14 https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf.
(diaksestanggal12/01/20 18:20)
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KPPU memutus Carrefour bersalah dalam hal melakukan kegiatan monopoli
di dalam pangsa pasar ritel Indonesia karena kegiatan usahanya terbukti

memenuhi unsur-unsur kegiatan monopoli.

Pihak_Carrefour yang sama sekali merasa tidak puas dengan putusan yang
3 pgsepihak _ini kemudian_mengajukan perlawanan dengan memasukkan
eberatan sebagai upaya banding ke P:ﬁ gilan Negeri Jakarta Selatan pada

tanggal 14 Desember 2009. Berkas keberatan yang dimasukkan bernomor

1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Proses pengadilan terhadap kasus ini kemudian

berlangsung kembali k Pemohon

Keberatan dan KPPU irnya majelis
\ n Pengadilan N n putusannya pada
ta Februag = UN~ama an-yang-dikeluarkap=eleh majelis

haki gadilan Negeri Jakarta SelateWsigga@®ap upaya banding yang diajukan
e KARAWANG
1. Menerima“dan abulkan Permohonan Pemohon (yaitu PT. Carrefour

Indonesia)

2. Menyatakan bahwa Pe p Kebe idak terbukti melanggar pasal 17

ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) hurufga,Undang-Undang*“Nomor 5 un
1999

3. Membatalkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 tanggal 3
November 2009 untuk seluruhnya

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
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Dengan demikian Carrefour terbebas dari divestasi dan kewajiban membayar
denda sejumlah yang ditetapkan oleh KPPU dalam putusan terdahulunya, dan
yang paling utama tentunya adalaha tidak terbukti melakukan tindakan monopoli

dan posisi dominan dalam sektor ritel pasar modern dan hukum persaingan

aha di Indonesia.

Selanjutnya Komisi Pengawas Pe an Usaha (KPPU) melakukan

permohoan kasasi kepda Mahkamah Agung., berdasarkan analisa Majelis Hakim

atas permohonan kasasi  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Mahkamah Agung ber ebut. Bahwa
asan-alasan tersebu ‘ tidak salah

apkan hukum, de

efmeho eberatan
(P arrefour Indm A rn-ﬁ terdapat banyak
substittsiyata R P N‘ ual oleh pentel

modern la o ang berbentuk Mini Market,

Supermarket,
Hypermarket, DepS gro masuk Toko Modern Special baik tingkat
nasional maupun tingkat lo

2. Bahwa tidak telah terbukti Termohe i/Pemohon Keberatan™ (PT.

Carrefour Indonesia) menghambat atau menghalangi pihak manapun yang

ingin melakukan kegiatan usaha yang sama dan atau pelaku usaha lain

tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha ritel modern untuk menjual

barang yang sama;

15 oc. Cit. him 78.
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3. Bahwa dari (bukti P3/C 160) dan (bukti P4) telah ternyata pangsa pasar
Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) terhadap
jenis barang dalam sektor Ritel Modern jauh di bawah 50% berdasarkan

hasil kajian Tahun 2007 sebesar 19,63% dan dalam tahun 2008 sebesar

17%

. Bahwa berdasarkan bukti tersebas dalam hubungan kajian AC

Nielson, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia sebelum akuisisi Alfa

Retailindo sebesar 14,5 % dan sesuglah akuisisi Alfa Retailindo menjadi

17% dan pula ndonesia—serta—data—dari= Euromonitor

menunjukkan pa bawah 50%,

dengan demikian

I posisi dominan

hwa dari pe Ayat (1) dan

AN HARAWANG -

menurut “pepdag ahkamah Agung pertimbangan putusan Pemohon

Kasasi harus erba epanjang mengenai pertimbangan terhadap

diktum ke 3 amar putusam,Peme Kasasi/KPPU dengan pertimbanga
sebagai berikut :

KPPU

6. Bahwa pembatalan terhadap diktum NO
didasarkan pada alasan bahwa Termohon Kasasi (PT. Carrefour
Indonesia), sesuai dengan pertimbangan Pemohon Kasasi/KPPU dalam
putusannya, terbukti tidak melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 5

Tahun 1999 sehingga adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi
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diperintahkan untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa
Retailindo Thbk. Selain itu, ketentuan Pasal 17 dan 25 Undang-Undang
Nomor. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai transaksi akuisisi seperti

dalam perkara a quo karena hal tersebut diatur secara khusus yaitu dalam

ketentuan Pasal 28 dan

9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Selanjutnya berdasarkan=pertimban Jelis Hakim Mahkamah Agung di
atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Republik Indcgesia (KPPU) tersebut harus ditolak.

mohont®Kasasi-ditolak, maka

Dan oleh karena permohonan-kasas

emohon Kasasi dihu ntu mbayk 3 ngkat kasasi

emperhatikan p mor 5 Tahun 1999
=\ arangan__Praktek—Me i da aingan aha.. Tidak Sehat,
Unda ang Nomor 48 Taht

1985 sebagima eIahK ﬁRwAWANcG 5 Tahun 2004

dan perubahantkedue gan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-tndangan‘lain yang bersangkutan.

Hakim Mengadili menolakiperma a.kasasi dari pemohon kasasi:
Pengawas Persaingan Usaha Repub Jonesia nghukum
pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara da : sebesar

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

18 http://putusan.mahkamahagung.go.id (diakses tanggal12/01/20 21:20) him.260.
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Kamis 21 Oktober Tahun 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis ,

H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Syamsul Ma’arif,SH.,LL.M.,Ph.D, Hakim-

KIm Agung sebagai Anggota, dan diugapkan dalam sidang terbuka untuk

um pada hari itu juga oleh-Ketua Maje eéngan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan Retno Kusrini,SH.,MH. Panitera Penggati dengan tidak

dihadiri oleh para pihak.

Dalam Putusan Makamah Agung terseblit-ads at dari salah
tu anggota dari Maj aki it [ MH. Majelis
{e tersebut meny. 3 n kasasi atau dapat

an, dengan_pe

dex kacti Pengadilan ; arta Sl telah salah dalam menilai

NNGKARAWANG: - =

dalam pe qukum, di mana berdasarkan fakta hukum terbukti

bahwa:

a. Berdasarkan hasil “penelitiar pohon Kasasi diperoleh data b
sebelum melakukan akuist arrefol aku usaha
dengan jumlah pangsa pasar (marke : Upstream

sebesar 46,03%. Proses akuisisi, pada pasar downstream pangsa pasar
(market share) Carrefour meningkat menjadi 57,99%
b. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak

mempertimbangkan hasil penelitian KPPU tersebut, sedangkan menurut
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UU tentang KPPU, Pengadilan/Hakim harus memperhatikan secara
cermat dan teliti kajian dari KPPU
c. Bahwa Termohon Kasasi yang terbukti memiliki pangsa pasar di atas

50% sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ UU No. 5 Tahun

1999, memiliki posisi monopoli dan karenanya Pasal 17 ayat (1) UU

No.5 Tahun 1999 telah terpenu

seperti dirumuskan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun

etentuan tentang posisi dominan

1999 juga telah terpenuhi; H

2. Bahwa Judex Faeti= hanya= memgeftimbangkan—argumer
Termohon k
argumen/pendap Si

hwa dalam..put ditetapkan bahwa

asi/dalil-dalil

rtimbangkan

r mempunyai andingkan dengan Giant,

NSHARAWANG

ketergantunga gl pemasok agar produknya dapat dijual di Carrefour.

H

Perbuatan berkaitan dengam, trading terms "minus margin". Putusan telah

berkekuatan hukum tetap(BH

4. Bahwa putusan KPPU dalam menilai.dan me IAsur-umsur
pelaku usaha, posisi dominan, syarat- adanya
konsumen dan dampak persyaratan perdagangan telah terpenuhi, di mana

Termohon Kasasi telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 25 ayat (1).
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Menurut pendapat penulis, penulis setuju dengan putusan penolakan oleh
Majelis Hakim Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502
K/PDT.SUS/2010 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas

Persaingan Usaha terhadap PT. Carrefour Indonesia atas putusan Pengedilan

egeri Jakarta Selatan Nemor 1598/PdtsG/2009/PN.Jkt.Sel merupakan suatu

putusan yang berkualitas berdasarkan angan hukum yang komprehensif

oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan pertimbangan

hukum pada peraturan perundang-undaﬁan, bukti, fakta material dan fakta

hukum disertai dengan-dlata empiri:

:

n ini mampu

embuktikan adany ner - PPU dalam

"I petapkan putusan KPPU terhadap PT.

r outuSa Jedi |.-Jakarta elatan Nomor

1598/Ro 009/PN.Jkt.Sel ¢ gapeclah sudah sesuai dengan

pelaksanaan amanat LKR’R A(WKNG dalam upaya

menegakkan § iptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan

kompetitif.



